
竪四隅｢間

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap

peke重ja non Pegawai Nege血　Sipil y紬g beke寄a pada

Pemerintah Kota Sibolga dan sebagai salah satu upaya

Pemerintah Kota Sibolga untuk peningkatan kesejahteraan

bagi masy紬akat se血sesua王denga皿ketentuan Pasal 9

Peraturan Daerah Kota Siholga Nomor 6 Tahun 202 1 tentang

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakeljaan,

maka perlu menetapk紬　Peraturan W瓢i Kota tentang

Petu巾uk Teknis Penyelenggam細田℃鐸a皿Jaminan Sosial

Ketenagake轟a紬Bagi Peke重ja Non Pcgawai Negeh Sipil Y劃g

Beke重ja Pada Pemehntah Kota Si耽lga;

1. Undang-Undang Nomor　8 (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Derah Otonom Kota-kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Ifmbaran Negara

Republik重ndonesia Tahun 1956 No皿or 59, Tambahan

Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 13　Tahun　2003　tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor 4279) ;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

lndonesia Taliun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara RepubHk重ndonesia Nomor 4456) ;

4･ Und狐g-Und紬g Nomo｢ 11 T血un　2006　Tent紬g

Pemerintahan Sumatera Utara (Lembaran Negara

Rcpublik重ndoncsia Tahun 2006 Nomor 62, T劃bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
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5･ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bad紬

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik重ndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 5256) ;

6･ Unda皿g-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Repub脆k Indonesia Nomor　5587) scbaga工mana

telah diubah beberapa kali terakhir deng狐　Und狐g-

Und弧g Nomor 11 Tahun　2020　Tentang Cipta Ke重ja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambah劃　Lembaran Negara Rcpublik　暮ndonesia

Nomor 6573) ;

7･ Peraturan Peme正ntah Nomor 44 Tahun　2015　tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Keヰa dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2015　Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　5714) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Peme轟ntah Nomor 82 Tahun

2019　tentang Perubahan Atas Peraturan Peme正ntah

Nomor 44 Tahun 20 15 tentang Penyel紬gg虹aan Program

Jaminan Kecelakaan Kelja dan Jaminan Kematian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor

231, Tambah劃　Lembaran Negara Republik　賞ndonesia

Nomor 6427);

8･ Peraturan Pemehntah Nomor 45　Tahun　2015　tentang

Penyelengga重aan Jaminm Pensiun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik事ndonesia Nomor 57 1 5);

9･ Peraturan Peme正ntah Nomor 46　Tahun　2015　ten自ng

Penyelenggaraan Program Janinan Hari Tua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor 156,

Tambahan Lembaran N�v�&��&W�V&ﾆ夢�匁F�W6���踐ﾖ� 

与716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Peme正ntah Nomor 60 Tahun 2015　tent狐g Perubahan

Atas Peratur劃Pemehntah Nomor 46 Tahun 20 1 5亡en屯ng

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor 187,

Tanbahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor

5730);

10･ Peratura皿　Pemehntah Nomor 14　Tahun 1993　ten血ng

Penyelenggaraan Progran Jaminan Sosial Tenaga Kelja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

20, Tambah餌　Lembaran Negara Republ毘Indonesia

Nomor　3520) sebagaim劃a telah diubah beberapa kaしi

terakhir dengan Peraturan Peme｢血tah Nomor 84 Tahun

2013　tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan

Peme轟ntah Nomor　14　Tahun　1993　tent狐g

Penyelenggaraan Progran Jaminan Sosial Tenaga Kelja

(Lembaran Negara Republjk Indonesia Tahun 2013 Nomor

229, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia

No皿or 5472);
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1 1･ Peraturan Peme血tah Nomor 86 Tahun 2013 tenta皿g Tata

Cara Pengenaan Sanksi Administra宜f Kepada Pembe正

Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,

Selain Pembeh Ke宣ja, Peke車a dan Pene正ma Bantu紬

luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik　重ndonesia Tahun　2013　No皿or　238,

Tambahan Lemb狐an Negara Republik量ndonesia Nomor

5481);

12･ Peraturan Presiden Nomor 109　Tahun　2013　ten亡ang

Penahapan Kepese轟aan　打ogr劃　J抑止蝕　Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor

253);

13･ Peraturan Daerah Nomor　6　Tahun　2021 ten亡ang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kelja

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 202 1 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Mene屯pkan :　PERATURAN WAL量　Ko皿　TEN恥NG PBTUNJUK TEKNIS

PENYE LE NG GARAN RO G RAM JAMI NAN S OS IAし

KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NON PEGAWA工NEGERI

slplL yANG BEKER↓A PADA PEMERINTAH Ko払s宣BOLGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Dal劃Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan ‥

1･ Kota adalah Kota sib○○ga.

2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota sibolga.

3･ Wall Kota adalah w瓢i Kota sibolga.

4･ Organisasi Perangkat Daerah yang sela可u血ya disingkat

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga･

5･ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah din

Ketenagake寄aan Kota Sibolga y紬g sela可u血ya disingkat

Dinas Koperasi) UKM dan Ketenagaker]’aan adalah OPD

yang mempunyai tugas pokok,血ngsi dan ums狐di bidang

Koperasi, UKM, Dan Ketenagake寄aan.

6. Peke重ja/Buruh adalah setiap orang yang beke重ja dengan

menehma upah atau i皿bal紬dala皿bentuk lain.

7･ Peke寄a non Pegawai Nege正　Sipil sela可u血ya disebut

Peke寄a non PNS ada重ah peke重ja selain PNS yang dibehkan

upah oleh Pemerintah Kota Sibolga yang pembiayaamya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Sibolga.

8･ Upah adalah hak tenaga ke寄a yang dite正ma dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagal imbalan dad

pengusaha atau pembe正keヰa kepada tenaga ke重ja yang

ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu peljanjian

ke重ja, kesepakatan atau peraturan pe則ndangan-mdangan,

temasuk tu可angan bagi tenaga ke寄a dan keluarganya,

atau suatu peke重jaan dan/atau jasa yang telah atau akan

dilakukan.
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9･櫨ubungan ke寄a adalah hubungan anta重a pemehntah Kota

Sibolga deng紬peke車a non PNS berdas狐kan p印a叫an

ke寄a, yan邸書　mempunya王　unsur peke寄aa皿, upah din

perintah.

1 0･ Badan Penyelen毅狐a Jaminan Sosial Ketenagake寄a狐ya皿g

sela可u血ya disingkat BR】~S Ketenagake寄aan adalah bad孤

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan kecelakaan keヰa, ja皿inan ha正tua, d紬jam血紬

kema寄a皿.

1 1･ Jaminan Sosial Ketenagake寄aan adalah suatu

perlindungan bagi tenaga ke重ja dalam bentuk s狐tun餌

berupa uang sebagai pen毅紬寄sebagian penghasilan y劃g

hil紬g atau berkur紬g dan pelayan紬　sebagai a貼bat

pehs仕wa atau keadaan yang dial劃i oleh tenaga ke亘a

bempa kece賞akaan keヰa, sa虹t, hamil bersalin, hari tua dan

meninggal dunia.

12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur

oleh peserta, pemberi kelja dan/atau Pemehntah.

13. Jaminan Kecelakaan Kelja yang se]anjutnya disingkat JKK

adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan

kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami

kecelakaan ke重ja atau penyaぬt y狐g disebabkan oleh

lingkungan ke亘a.

14･ J狐inan Kema心an yang sela可u血ya disebut JKM adalah

m狐ぬat uang tunai yang dibehkan kepada am wads ketika

peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

15･ Kecelaka紬Kc寄a adalah kecclaka劃yang te寄adi dal紬

hubungan ke重ja, temasuk kecelakaan y狐g te重jadi dalam

peljalanan dari rumah menuju tempat kerja atau

sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan

ke寄a.

BAB暮1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wa重i Ko屯ini ad血ah

sebagai acuan bagi Peme正ntah Kota Sibolga dan BPJS

Ke亡enagake亘aan dalam pe重aks紬aan Jaminan Sos工al

Ketenagakeエゴaan bagi peke寄a non PNS di Kota Sibolga

Pasa賞3

T可uan di亡etapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

a. untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja non

PNS di Kota Sibolga;

b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagal bentuk

perlindungan sosia重; dan

c･ me可amin pekeもa non PNS di Kota Sibolga agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.



BAB賞1I

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOS工AL

KETENAGAKERJAAN BAGI PEKBRJA NON PNS YANG

BEKBRJA PADA PEMBR宣NTAH ROTA SIBOしGA

Bagian Kesatu

町ogram J劃inan Sosial Ketenagake弓aan

Bagi Peke寄a Non PNS yang Beke寄a pada Pemchntah Ko亡a Sibolga

Pasal4

(1) Pemc正nt血Ko屯membehk劃bantu劃perHndungan kepada

peke重ja non PNS di Kota Sibolga y劃g mengalami正siko d粗am

menjalani pekeljaannya.

(2) B狐tu紬per脆ndungan sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

dibe轟kan da重am bentuk:

a. JKM; din

b.JKK.

(3) Pemberian bantu紬　perlindung劃　sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan dilakukan secara bertahap sesual dengan

kemampuan keu紬g劃daerah.

(4) Besamn bantuan sebaga血ana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai manfaat pertanggungan, yang nilai

pertang富ungannya aka皿　ditetapkan lebih la垂ut dalam

Pe重ja叫肌Ke竜as劃a孤t紬a Peme玉ntah Ko虫deng狐B鋤S

Ketenagake寄aan.

Bagian Kedua

Syarat Pekeヰa Non PNS y紬g Mendapa庇an

Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakeljaan

Pas血5

(1) Peke轟a non PNS yang mendapatkan bantu劃per宣王ndungan

Jamin紬　Sosial Ketenagake重ja紬　di Kota Sibolga hams

memenuhi persyaraぬn sebaga王be轟ku亡:

a. warga Kota Sibolga, dibuktikan dengan fotocopy Kartu

Tanda Penduduk (KTP) aぬu Ka巾u Keluarga (KK);

b･ terda雌紬sebaga王peke重ja non PNS yang bekeヰa pada OPD

di Ko血　Sibolga, dibuk也kan deng紬　adanya konむak

keija/ peljanjian kerja; dan

c･ berusia 17 sampai dengan 65 tahun,

(2) Pekerja non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara

lain:

a･ Tenaga honorer/Temga ha轟an lepas;

b･ Pegawai non PNS pada Badan血y紬an Umum Dae｢ah;

atau

c. sebutan lainnya yang beker]’a berdasarkan kontrak

ke寄a/pe重ja可王紬ke宣ja.
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(3) Persyaratan sebaga王mana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan

hal wajib yang harus dipenuhi untuk dapat didaftarkan

dalam bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagake車aan

yag dibehkan oleh Peme正ntah Kota.

Bagi袖Ke仕ga

Pelaksanaan Pembe正紬Bantuan Pe重lindungan Jaminan Sosi瓢

Ketenagake寄aan Bagi Peke宣ja Non PNS yang Beke重ja pada

Pemehntah Kota Sibolga

Pasal6

Pelaks紬aan Pembe正狐B孤tuan Per虹ndungan Jam血an Sosi瓢

Ketenagake寄aan bagi Peke寄a non PNS dilakukan me量alui

beberapa屯hapan, melipu也:

a･　persiap狐;

b.　sosialisasi;

c.　pendataan d劃ve正筒kasi;

d. pengusul狐peke重ja Rentan;

e.　vaHdasi;

f･　penetapan pene轟皿a Jaminan sos血Kctenagake轟aan;

dan

9.　pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 7

(1) Kepala OPD, Bad紬ぬy紬劃Umum Daerah da皿Kelurah紬

menda珪arkan Pekeエゴa non PNS pada inst狐s主nya dengan

mengisi formulir pendaftaran.

(2) Se賞ain fbmulir penda虹aran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1〉, peke重ja non PNS yang didaぬrk紬oleh Kepala OPD,

Badan Layman Umum Daerah dan Ke重urahan ha｢us

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1).

Pasa] 8

Sosialisasi program jaminan s∞ial ketenagake重jaan terhadap

peke車a non PNS dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan

Ketenagakeヰaan bekeエゴa sama dengan B剛S Ketenagake寄aan dan

pihak terkait lainnya.

Pasal9

(1) Pendataan pekeエゴa non PNS dik○○rdinasik紬　oleh Dinas

Koperasi, UKM dan Ketenagake重jaan beke章ja sama dengan

OPD terkait, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan.

(2) Data peke重ja non PNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

sela巾u血ya ak劃dive正鰹kasi oleh D血as Koperasi, UKM dan

Ketenagake重jaan dan dilakukan validasi bekelja sana dengan

BRJS Ketenagake重ja紬untuk dapat diusulkan kepada Wall

Kota.



Pasal10

Penetapan usulan pekelja non PNS yang telah diverifikasi dan

divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan

dengan Keputusan Wall Kota.

Pasal11

(1)　Pemutakhiran data dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM

dan Ketenagake亘aan dan BPJS Ketenagake亘aan setiap

bulannya berdas甜kan nana dan KTP/KK sesuai dengan

data terakhir dari OPD terkait, Badan Layanan Umum

Daerah d狐Kelurahan.

(2)　Apabi賞a dan hasil pemutakhiran data sebagaimana

dimaksud pada争yat (1) terdapat perubahan data, maka

usulan perubahan data diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM

dan Ketenagakerjaan kepada Wali Kota untuk selanjutnya

dite屯pk孤dalam Keputusa皿Wali Kota.

Pas血12

(1) Pengajuan dan pembayaran klaim bagi pekelja non PNS

dapat dilakukan melalui kantor/geral atau website BPJS

Ketenagake寄aan terdekat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam program jaminan sosial ketenagakeljaan yang

didaftarkan bagi pekelja non PNS tersebut.

(2) Untuk memudahkan peke寄a non PNS dalam pengajuan klaim

sebagalmana dimaksud pada ayat (1), pekeH‘a non PNS dapat

dib紬tu oleh petugas pada Dinas Koperasi UKM dan

Ketenagakeヰaan.

Pasal 13

Pembinaan, Monit〇五ng, dan Pelayan孤　pelaks狐aan J劃inan

Sosial Ketenagake弓aan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM din

Ketenagake寄aan dengan mengikutse正akan B PJ S

Ketenagake重j aan.

BABIV

PBN DANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam progra皿jamin紬sosial ketenagake寄aan bagi

pekerja non PNS dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Bela巾a Daerah (APBD) Kota Sibolga dan /a屯u pihak ketiga

lainnya yang tidak mengikat.



S瓢inan sesuai dengan aslinya


